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 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR   13   TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN KAYU 

DI TANAH MILIK  HUTAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A   B I M A,

Menimbang           :
a.
bahwa sumber daya hutan sebagai salah satu modal Pembangunan Nasional harus dimanfaatkan sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat berupa manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis, dipandang perlu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan  datang dalam pengelolaan  Hutan Rakyat dan Kebun Rakyat;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan kayu yang berasal dari tanah milik / kebun sebagai alternatif pemenuhan bahan bangunan, bahan baku industri dan lain - lain, maka dipandang perlu untuk mengatur pengendalian, pengurusan dengan maksud agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara terarah, terkendali, efisien dan lestari;




c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengurusan Kayu di Tanah Milik  Hutan Rakyat.

Mengingat




:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 19811 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 );

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ); 

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang   Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839 );

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan        ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 );

8. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

9. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188 );

10. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294 );

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan  ( Lembaran Negara Tahun 2002);

15.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 );

17.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah  Tahun 2003 Nomor 5 ). 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6 );

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima  ( Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 11 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN 
Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN KAYU DI TANAH MILIK  HUTAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima

f. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup  Daerah Kota Bima.

g. Kayu Tanah Milik adalah kayu yang berasal dari Tanah Milik dan atau berasal dari Hutan Rakyat / Kebun Rakyat.

h. Tanah Milik adalah sebidang tanah atau lahan berupa tegalan, hutan rakyat dan atau kebun rakyat yang dibebani hak milik secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pemanfaatan kayu di tanah milik sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

j. Izin pemanfaatan kayu adalah izin tertulis untuk melakukan penebangan, pengolahan dan pengumpulan kayu di tanah milik.

k. Pengurusan Kayu di Tanah Milik adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan yang harus dilakukan oleh pemiliknya.

l. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat / pacakan / gergajian dari pohon yang telah ditebang.

m. Izin Pemanfaatan kayu di Tanah Milik selanjutnya disingkat IPKTM.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penebangan, mengumpulkan, mengangkut dan mengolah kayu ditanah milik yang berada di Daerah harus lebih dahulu mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu di Tanah Milik  dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 3

(1) Lahan yang ditumbuhi kayu baik secara alami maupun tanaman statusnya telah dibebani hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila dieksploitasi/ ditebang tidak menimbulkan akibat negatif bagi lingkungan sekitarnya.

(2) Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berada dalam kawasan lindung.

(3) Persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada lokasi yang akan diberikan izin.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh IPKTM dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan foto copy yang telah disahkan oleh Pemerintah Kelurahan (salinan sah) bukti hak atas tanah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

Pohon kayu yang boleh ditebang/eksploitasi adalah :

(1) Pohon kayu yang tumbuh di luar kawasan lindung.

(2) Pohon yang sudah tidak produktif lagi/tidak berbuah.

(3) Pohon kayu yang terkena penyakit.

(4) Pohon yang sudah berumur tua dan (masa tebang) layak untuk dilakukan peremajaan.

(5) Jenis pohon kayu-kayuan dan pohon buah-buahan (serba guna) yang sudah tua/tidak produktif.

(6) Pohon kayu yang sudah layak dipakai untuk bahan bangunan.

Pasal 6

(1) Sebelum IPKTM dikeluarkan, harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk bersama aparat Pemerintah Kelurahan setempat yang pemeriksaannya meliputi :

a. Pemeriksaan (survey) lapangan sebelum pohon ditebang meliputi: 

1. Status tanah ( Kepemilikan).

2. Potensi kayu (Cruising).

3. Rencana perubahan lahan dan pemanfaatannya agar tidak terlantar.

4. Pembuatan peta lokasi.

5. Pemeriksaan dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan apabila dilakukan eksploitasi / penebangan.

b. Pemeriksaan pohon setelah ditebang dan dikumpulkan meliputi :

1. Pengecekan kebenaran asal usul kayu (pemeriksaan lanjutan).

2. Pemeriksaan jenis, jumlah, ukuran dan volume kayu.

(2) Setiap penerbitan IPKTM diberikan tembusan ke Badan Pengelola Keuangan  Daerah dan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 7

Pemanfaatan kayu di tanah milik dilaksanakan dengan sistem tebang pilih disertai dengan peremajaan buatan/penanaman kembali yang jumlah dan luasnya melebihi jumlah yang ditebang.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Setiap Surat IPKTM dikenakan Retribusi;

(2) Besar Retribusi untuk setiap IPKTM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini  sebesar :

-
Volume kayu sampai dengan 25 m3 
Rp
100.000,-

-
Volume kayu 26 m3 s/d 100 m3
Rp
150.000,-

- 
Volume kayu 101 m3 atau lebih
Rp
250.000,-

Setiap produksi tanah milik atas dasar IPKTM yang dimiliki, dikenakan Retribusi Kayu tanah milik

(3) Besarnya Retribusi kayu di tanah milik sebesar 10% (sepuluh porsen) dari harga jual setiap satuan jenis kayu tanah milik (m3)

(4) Hasil pungutan retribusi tersebut pada ayat (1), (2), (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Kepada Dinas Pengelola Retribusi IPKTM dan Retribusi Surat IPKTM diberikan upah pungutan sebesar 5% (lima prosen) dari seluruh penerimaan retribusi.

BAB IV

CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Retribusi Surat IPKTM harus dibayar lunas pada saat diterima Surat Izin oleh pemohon.

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Kayu di Tanah Milik dibayar lunas oleh pemegang IPKTM pada petugas Pemungut Retribusi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan  Daerah Kota Bima sesuai dengan pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2) Seluruh hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU DI TANAH MILIK 

Pasal 11

(1) Pemegang IPKTM berhak :

a. Menebang, mengumpulkan, mengangkut dan mengelola kayu pada areal yang telah ditetapkan.

b. Memperoleh tanda legalitas kayu sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.

c. Berhak memperoleh daftar jenis, kelas, ukuran dan volume kayu dari Petugas Kehutanan setempat. 

(2) Pemegang IPKTM berkewajiban untuk :

a. Melunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Ketentuan penggunaan jalan angkutan.

c. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam pengangkutan kayu.

d. Tidak mengangkut kayu pada malam hari;

e. Tidak mengangkut dan mengeluarkan kayu di areal yang telah ditentukan.

f. Tidak memindah tangankan IPKTM yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

g. Tidak mengumpulkan kayu di tempat lain selain pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) yang telah ditentukan.

h. Tidak mengeluarkan kayu areal TPK sebelum LHP atas kayu disahkan oleh petugas dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bima.

i. Berkewajiban memanfaatkan tanah milik sesuai dengan rencana pemanfaatan dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan dan kelestarian daerah sekitarnya.  
BAB VI

PEMBAGIAN  RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian Pemerintah Daerah Kota  dan Kelurahan.

(2) Besarnya Prosentasi pembagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VII

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 13 

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5 .000.000,- (Lima  juta rupiah).

(2) Kayu dan alat - alat serta benda - benda lainnya yang tersangkut dengan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disita untuk Negara/Daerah.

(3) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. 

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 14

Setiap Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981     tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Peyidik sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

a. Menerimma laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakan :

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Memasuki rumah;

c. Penyitaan benda;

d. Pemeriksaan surat;

e. Pemeriksaan saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian 

(3) Berita Acara dimaksud ayat (2) pasal ini dikirim kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di 
Raba - Bima

Pada tanggal  7 Juli  
2004


WALIKOTA,     

ttd

M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba - Bima

Pada tanggal                 2004

       SEKRETARIS DAERAH, 

            H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004

NOMOR               SERI

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR     TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN KAYU HUTAN 

DITANAH MILIK  HUTAN RAKYAT 

I. PENJELASAN UMUM


Selain potensi hasil hutan yang dapat dimanfaatkan dari kawasan hutan Kota Bima, masih ada potensi kayu yang cukup besar yang terdapat diareal tanah milik yang berasal dari hutan rakyat dan kebun rakyat sehingga dapat menunjang pemenuhan kebutuhan kayu untuk rakyat, pengrajin dan industri kecil di Daerah.


Sesuai dengan Pertauran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 bahwa pengaturan pemungutan kayu pad tanah milik diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 6
: yang dimaksud lahan yang dibebani hak milik adalah lahan yang dibebani hak milik secara sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam bentuk :

a. Sertifikat hak milik

b. Apabila butir a tidak ada, maka harus ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor  Pertahanan Nasional Kota Bima.

c. Yang dimaksud tanah milik pada pasal ini termasuk juga tanah - tanah yang di bebani HGU yang dikuasai instansi pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan


Pasal 2 s/d 6
:
cukup jelas.


Pasal 7 
: Peremajaan ialah regenerasi dari pohon atau tumbuh-    tunbuhan yang prosesnya melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Peremajaan buatan yang dilaksanakan dengan bantuan  manusia.

b. Peremajaan alam yang prosesnya terjadi secara alami.


Pasal 8 s/d 18
:
Cukup jelas 
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